
SALINAN 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 27 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 109 TAHUN 2021 
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 

TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26, 
Pasal 36, Pasal 58, Pasal 66, Pasal 86, Pasal 102, Pasal 121, 
Pasal 127, Pasal 132, Pasal 150, Pasal 160, Pasal 166, Pasal 
171, Pasal 175, Pasal 180, Pasal 187, Pasal 192, Pasal 201, 
dan Pasal 203 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 
Milik Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya 
Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik
daerah, maka  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor 109
Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1950, tentang Pembentukan  Daerah-daerah Kota 
Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6801); 

 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73); 

 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 
 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 
 

8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor  12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4); 
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9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3); 

 
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 1); 

 
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 109 Tahun 2021 

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 
109). 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 109 TAHUN 
2021 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA 
SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN 
BARANG MILIK DAERAH. 

 
 

Pasal I 
 

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 109 
Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 
109) diubah sebagai berikut: 

 
Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan satu Pasal, yakni 
Pasal 40A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 40A 

 
(1) Dalam pelaksanaan sewa barang milik daerah, Walikota 

melimpahkan sebagian kewenangan kepada: 
 

a. Sekretaris Daerah untuk barang milik daerah yang 
berada pada Pengelola Barang; 
 

b. Pejabat Penatausahaan Barang untuk barang milik 
daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan 
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c. Pengguna Barang untuk barang milik daerah yang
berada pada Pengguna Barang,

dengan nilai sewa paling banyak Rp. 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah). 

(2) Dalam pelaksanaan sewa barang milik daerah, Pengelola
Barang melimpahkan sebagian kewenangan kepada Pejabat
Penatausahaan Barang untuk barang milik daerah yang
berada pada Pengelola Barang dengan nilai sewa paling
banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Kewenangan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a adalah memberikan persetujuan atas
permohonan sewa barang milik daerah yang diajukan oleh
Pejabat Penatausahaan Barang untuk barang milik daerah
yang berada pada Pengelola Barang.

(4) Kewenangan Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan ayat (2) meliputi:

a. melakukan penelitian terhadap permohonan sewa barang
milik daerah;

b. mengajukan usulan permohonan sewa barang milik
daerah kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat
persetujuan;

c. menetapkan formula tarif sewa barang milik daerah; dan

d. menandatangani perjanjian sewa barang milik daerah,

untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang. 

(5) Kewenangan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf c meliputi:

a. menetapkan formula tarif sewa barang milik daerah; dan

b. menandatangani perjanjian sewa barang milik daerah,

untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang. 

(6) Persetujuan atas permohonan sewa barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh 
Sekretaris Daerah atas nama Walikota.

(7) Formula tarif sewa barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf a 
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(8) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Barang atau 
Pengguna Barang atas nama Walikota.
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(9) Nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
adalah nilai sewa hasil perhitungan berdasarkan formula
tarif sewa.

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Surabaya.  

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Maret 2024 

WALIKOTA SURABAYA, 

ttd 

ERI CAHYADI 

Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 15 Maret 2024 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M. 
Pembina Utama Madya 

NIP 19690809 199501 1 002 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 28 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Ditandatangani secara elektronik oleh : 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA 

Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. 

NIP. 197803072005011004 
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